
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPA'I'I CIANJU R

NOIVIOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DARING PAJAK DAERAH

DENC}AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu instrumen
dana yang dibuttrhkin dalam pelaksanaan
pemirangunan dan peiayanan masyarakat yang
pemanfaatannya dipergunakan bagi kesejahteraan
masyarakat;

b. bahrn a pelaksanaan pemungutan p{ak daerah yang
konvensional dengan memperhatikan perkembangan
tekrrologi lnforrnasi saat ini dan tuntutan peningkatan
pelayanan publik, perlu ditingkatkan meialui sistem
eiektr:onik yang merupakan perwujudan dari
pemerintahan elektronik;

c. bahwa perlu dilakukan peningkatan tata keiola
pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan
kewenangan daerah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang i\omor 28 Tahun 2OOg tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melaksanakan
sistem daring pajak daerah, sehingga dapat
memberjkan jaminan kepastian hukum dan
transparansi clalarn pemungutan pqjak daerah;

d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksurtr dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Daring
Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAg Nomor 130, Tambahan
Lembaran l{egara Republik Indonesia Nomor S0a9);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20'14 tentalg Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor SB,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A1O Nomor 153, ?ambahan Lembaran Negara
Ilepublik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara pemungutan pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2Arc Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik nndonesia Nomor 5950);
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2OLL tenta.ng Pajak Daerah (Lembaran D.aerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2}ll Nomor 06 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUP-\N BUPATI
PAJAK DAERAH.

TENTANG SISTEM DARING

BAB I

Ifi]TtrNTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal l

Dalan; Peraturan Bupati ini ysng dimaksud. dengan:
1. Daerah adalah Kabupateir Ciary'ur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Penanaman h,Iorlal rlan pelayanan Satu pintu disingkat

DPMPSP adaiah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintu
Kabupaten Cianjur.

)

r^l
J.

4.

5.



r)
J

5"

6.

7.

Badan Pengelolaan Pandapatan Daerah yang selanjutnva

disingkat BPPD adaiah Badan Pengelolaan Pandapatan Daerah

Kabupaten Cianjur

satuan polisi pamong prqja dan pemadam Kebakaran yang

selanjutnya disebut sat pol pp dan Damkar adalah Satuan Polisi

ramJng irqja dan pemadam Kebakaran Kabupaten cianjur.

Pdak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi'wqiib
kepada daerair yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat lTl.*r"liuu. berdasatka"t Undang-gndang, dengan tidak

mendapatkan imbalan Secara iangsung d.., d'igunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

subjek P4ak adalah orang p::ibadi atau Badan yang dapat dikenakan

PEak.

wajib PEak adalah orang pribadi atau Badan, meiiputi pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

a; kiwajiban" peipajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perund.algl undangan perp4i akan daerah'

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya. disingkat

spTpD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pqjak untuk
melaporkan penghitungan aanTitau pembayaran pajak, objek pajak

dan/atau bukariobjet<"pa;at<, clan/atau harta dan kewajiban sesuai

denganketentuanperaturanperundang_undanganperpajakan
daerah.

Surat pemberitahuan pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya

disebut SPTPD-e1 adalah data Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

dalam bentuk elektronik yang dibr-rat oleh wajib PEqk dengan

menggunakan apiikasi sPTPD-el yang disediakan oieh BPPD.

surat setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah

bukti pembayaran atau petyeiotat pajak yang teiah dilakukan

dengan me.rggurrakan formulii atau telah dilakukan dengan cara lain

ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati

Cianjur.

13. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk
menerima setoran penerimaan Daerah

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
gengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara

oUief,tf 6an profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk mengu.li kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan/atau ,r-ntrrt tljr-ran lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peratu ran perundang-undan gan perpqj a'kan daerah'

15. Pemungutan Pqjak adalah suatr.l rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan iata objek dan subjek pajak, penentuan besarnya

bajaf. terutang sarnpai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pqjak

serta pengawasan penyetorann5rz.

16. Sistem Daring adalah sambungan iangsung antara subsistem satu

dengan subsGtem lainnya secira elektronik dan terintegrasi serta

waktu nyata.

8.

9.

i0.

11.

t2.
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t7.

18.

sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosed.ur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan I atau rnenyebarkan informasi elektronili.
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tuiisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data irxerchange (EDI), surat elektronik,
telegram, teleks, telel<opi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kod.e
akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterirna, atau disimpan dalam bentuk
analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditarnpilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau
sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampLl memahaminya.
Rekonsiliasi adalah proses pen"cocokan d.ata transaksi keuangan yang
diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbedi
berdasarkan dokumen sumber yang sarna.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Darirrg pajak adalah:
a. Sistem Daring pernbayaran dan penyetoran Pajak, dilakukan antara

BPPD dengan Bank Persepsi.yang ditunjuk meliputi peminclahbukuan
hasil penerimaan pembayaran Pajak secara elektronit< dari Wajib pajak
ke rekening Kas Daerah;

b. Sistem Daring pelaporan transaksi meliputi sistem informasi data
transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh
Subjek Pajak kepada Wqiib pa.jak

c. Sistem Daring pelaporan transaksi dilakukan antara BPpD dengan
Wajib Pajak meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang
dilakukan oleh Subjek pajak kepada Wajib p4jak;

d. sistem Daring SPTPD dilakukan antara BppD dengan wajib pqjak
meliputi pelaporan SPTPD yang ciilakukan melalui fasilitas SPIpD-ei;

e' Sistem Daring inforrnasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak,
dilakukan antara I3PPD dengan wdib pajak meiiputi informasi
dan/atau Dokurrien Elektronik yang berkaitan dengan Pajak, baik itu
yang disampaikan oleh BPPD kepada wEib pajak maupun sebaliknya
dari Wajib Pqjak kepada BppD;

f. Sistem Daring perizinan terintegrasi dengan P4jak dilakukan antara
Badan dengan DPL4PSP dan sat pol pp dan Damkar meliputi
pertukaran inibrmasi Elektronik dan latau Dokumen Elektronik.

19.

.20.
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BAB II
, 

SISTEM DARING PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Ragian Kesatu

Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi

Pasal 3

(1) Sistem Daring pemLrayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerja
sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.

t2l Perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud. daiam ayat (1)
didahului dengan Nota Kesepahaman.

(3) Peqanjian kerja saffra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling
sedikit memuat:
a. subjek kerja sama;

. b. objek kerja sama;
c,. ruang lingkup kerja sama;
d. hak dan kernajiban para pihak;
e. jangka waktu kerja sama;
f. keadaan memaksa;
g. penyelesaian perselisihan; dan
h. pengakhiran kerja salna.

(4) Kerja sama sistem Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentua.n peraturan
perundang-undanga_n.

Bagian Kedr.ra

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 4

(1) wajib Pajak melakukein pembayaran dan penyetoran pajak dengan
Srstem Daring.

(21 Jenis Pajak dengan Sistem Daring pembayaran dan penyetoran Pajak
sebagairnana dimaksu.d pada ayat (1) meliputi:
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pdak hiburan;
d. pajak reklame;
e. paiak penerangan jalan;
f. pajak mineral bukan logarn dan batuan;
g" pajak parkir;
h. pajak sarang buning walet;
i. pajak air tanah;
j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan;

. k. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 5

(1) WEib Pqiak melakukan pernbayaran dan penyetoran Pajak melalui
Bank Persepsi yang ditunjuk oieh Pemerintah Daerah sesuai
ketentuan peraturall perundang-undangan 

"
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(21 Wqiib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan
setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran
dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas
Daerah.

(3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melaiui:
a. Anjungan Tunai Mandiri (ATIVI);
b. Internet Banking;
c. Mobile Banking;
d. Cash Management Seruice (CMS); dan/atau
e. fasilitas lain yang dirniiiki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 6

(1) Brikti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan
diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

t2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau
menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 5 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah
dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 7

Dalam ha1 tanggal .jatuh tempo pembayaran dan penyetord.n Pqiak
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pembayaran atau
penyetoran Pqjak dapat dilaku.kan pada hari keqa pertama berikutnya.

Fasal B

Setiap transaksi pernbayaran cian penyetoran Pajak meialui sistem
daring akan dilakukan Rekonsiliasi antara BPPD dan Bank Persepsi.

Hasii Rekonsiliasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB III

SISTtrM DARING TELAPORAN TR,ANSAKSI

Bagian Kesatu

Ketvenangan

Pasal 9

Sistem Daring pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, dilaksanakan oleh BPPD dengan menggunakan
perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.

Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Daring
pelaporan transaksi antara lain:
a. pajak hotetr;
b. pAiak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak parkir.

(1)

(2)

(i)

{ 
()\
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(3) Bupati melalui Kepala BPPD berw-enang menghubungkan perangkat
dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki
oleh Wajib P4iak dan terhubung dengan sistem yang dimiiiki oleh
BPPD.

Fasai 10

(1) Perangkat dan/atau sistern perekam data transaksi usaha
sebagaimana dimaksud datram Pasal I ayat (1), merekam setiap
transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada
V'ajib Pajak secara waktu nyata yang dapat dipantau oleh BBPD.

(2) Data transaksi nsaha Wajib Pqiak hanya digunakan untuk
kepentingan perpajakan daerah.

(3) Data transaksi usaha Waiib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat
diketahui oleh Wajib Pqjak yang bersangkutan dan pejabat
ber-wenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(41 Untuk melaksanakan sistem daring pelaporan transaksi, BPPD dapat
melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

(5) BPPD dapat meiakukan penyesuaian menu sistem daring pelaporan
transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data
transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak.

Bagian Kedua

Data Transaksi Usaha V,rajib Pajak

Pasal I 1

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi:
a. pajak hotel

1. pembayaran sewa kamar (roont);
2. pembayaran makanan dan minuman (food and beuerage\;
3. pembayaran jasa penunjang, untuk:

a) cr-eci dan setrika;
b) telepon, faksirnil, internet, teleks dan foto kopi;
c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh

hotel dengan pihak la-in; atau
d) seruice charge.

4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan orah raga'yang
disediakan hotel;

5. bttnquel, ben-rpa:
a) persewaan ruang rapat; atau
b) ruang pertemua.n.

b. pEak restoran
1. pembayaran makanan dan minuman;
2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di

restoran (room charge];
3. pembayaran seruice charge;
4. pembayaran jasa tlogal caterinE.
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d.

(i)

(2\

C. pqiak hiburan Pembayaran a.tas room charge, harga tanda masuk/
karcis/tiket masukf rninimum charge/couer charge/.ftrst dink ctrurge
dan sejenisnya, food and beuerage dan seruice charge untuk objek
pajak hiburan :

1. tontonan fiim;
2. pageiaran kesenian, musik, tari, danlatau busana;
3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. pameran;
5. diskotik, karaoke, kiub malam dan sejenisnya;
6. sirkus, akrobat, dan sr-rlap;
7. permainan bilyar, dan bowtring;
B. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. panti prjat, refleksi, rnandi uap/spa, pusat kebugaran (fttness

centre\; dan
10. pertandingan olah raga;
1 1. pusat kebugaran;
12. kesenian rakyat.

pajak parkir
1. pembayaran parkir berupa karcis/tiketf smart card;
2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk peiayanan

uallet; dan
3. pembayaran parkir berlangganan.

Pasal 12

Apabila sistem dat-a transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib
Pajak telah memilah Pajak yang terutang, perangkat atau sistem
perekam data transaksi usaha merekam:
a. hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum pajak;
b. jurnlah Pajak terutang.

Apabila sistem transaksi pernbayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak
belum memilah Pajak yang terutang, maka perangkat atau system
perekam data transaksi usaha, merekam:
a. hasii penerimaan iumlah pembayaran usaha termasuk pajak; dan
b. penghitungan jurnlah Pajak terutang dari pembayaran termasuk

Pajak tersebut.

Lrntuk memilah besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan merrghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan dasar
pengenaan pajak tlengan tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan
Daerah"

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

tsasal 13

t1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Daring
peiaporan transaksi sebagai berikut:
a. Wqiib Pajak berhak:

1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi
. bukti pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;

2. memperoleh iasilitas SPTPD-e1;

(s)
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memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan
informasi tericai L perpajakan daerah ;

mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi
usaha;
menerima jaringan untuk sistem daring yang dilaksanakan
oleh BPPD;
memperoleh jarninan pemasangan/penyambungan/
penempatan daring sistem tidak mengganggu perangkat dan
sistem yang sudah ada pada Wajib Pa.jak; dan
mendapatkan penggantian perangkat dan sistem daring yang
rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan
bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

t,. Wajib Pajak berkewajiban:
1. menjaga dan memeiihara dengan baik perangkat atau sistem

perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usatra
wdib Pajak;

2. menyimpan data transaksi usaha berupa bukti pembayaran,
harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lirna)
tahun;

3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada
SPTPD atau e-SPTPD;
melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali
dua puluh ernpat) jam apabila perangkat atau sistem perekam
data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada
Badan;
memberikan kemudahan kepada Badan dalam pelaksanaan
Sistem Daring seperti menginstal/
memasang/menghubungkan perangkat clan/atau' sistem
informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak
ditempat usaha/ outlet Wajib Pajak;
merrrberikan informasi rnengenai merk/ type, sistem informasi
data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi
iain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran
yang dimiliki wqjib Pajak;

(2\ Dalam pelaksanaan sistem daring pelaporan transaksi, hak dan
kewajiban BPPD sebagai berikut:
a. BPPD berhak:

1. memperoleh kemrtdahan pada saat pelaksanaan sistem daring
seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat
dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi
pembayaran pqjak di tempat usaha/outletWajib pa1'ak;

2. memperoleh inforrnasi mengenai merkltipe, sistem informasi
data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi
lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi
pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

3. mendapatka.n rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan
pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
rrrengakses hardtuure dan/atau sofiuare sistem daring
pelaporan transaksi;

.>

.).

A't.

5.

6.

7.

4.

5.

6.

4.
5.
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6. meiakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak
apabiia clata yang tersaji dalam sistem daring pelaporan data
berbeda dengan laporan SFTPD atau SPTPD-e1 yang diberikan
oleh Wajib Fajak.

7. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang
disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga
terjadinya kemsakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau
sistem dariug.

b. BPPD berkewaiiban:
1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak,

kecua"li ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

. 2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara

perangkat sistem daring pelaporan transaksi dengan biaya
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya
perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang
dimiliki oleh Wqjib Pqjak atas pelaksanaan sistem daring;

5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi
kerusakan pa.da perangkat atau sistem perekam data
transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya
sistem darirrg pelaporan transaksi;

6. rnenyimpan data transaksi usaha WAiib Pajak pada basis data
Pqjak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 14

Dalam pelaksanaan sistem daring pelaporan transaksi Wajib Pajak
dilarang:
a. dengan sengaja mengubah data sistem daring dengan cara dan dalam

bentuk apapun; dan/atau
b. dengan seng4ja merusak atau membtrat tidak berfungsi /beroperasinya

perangkat dan sistem dar:ing yang telah terpasang;

tsAB IV

SISTF'M DARING SPTPT)

Pasal 15

(U Sistem daring SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
djlaksanakan oleh Badan dengan menyediakan fasilitas SPTPD-e1.

{2} Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan sistem daring sprpD
antara lain:
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pqiak rekiame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
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g. pajak parkir;
h. pajak sarang burung walet;
i. pajak air tana_h;
j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan;k' pajak burni dan bangunan perdesaa., da, perkotaan.

Pasai 16

(1) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas
SPTPD-e1 yang disediakan oleh BppD.

t2) untuk dapat menggunakan fasilitas SprpD-el, wdib pajak membuat
user account pada sistem dar.ing sF,rpD yang disediakan BppD.

i3) Wqiib Pajak dapat menyampaikan SPTPD-e1 melalui utebsite Badan.
(1) Hasil penyampaian SPTPD-e1 dinyatakan lengkap apabila seluruh

data digitalnya telah diisi.
(5) Dalam hal penyampaian SPTPD-e1 dinyatakan lengkap sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), kepada wajib pajak diberikan Bukti
Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian e_SpTpD.

(6) Bukti penerimaan lflektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.

(7J Wdib Pajak yang suclah mernanfaatkan fasilitas SPTpD-etr tidak perlu
lagi menyampaikan formulir SFrIpD ke BppD.

BAB V

SISTtrlVi DARING INFORMASI DAN DOKUMEN
YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

Pasai 17

(U Sistem dsring informasi da1 dokumen yang berkaitan clengan pqjak
sebagaimana dimaks"rd dalam Pasai 2- huiuf d, dilaksanakan oleh
BPPD dengan merlyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik
dan Dokumen Elektronik yang bert<aitan dengan pajak kepada wqiib
Pajak.

t2j Jenis Pajak yang riapat diLrubungkan dengan sistem daring informasi
dan dokumen yang berkaitan dengan pqjak meliputi :a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c; pajak hiburan;
d. pEak rekiame;
e. pa,iak penerangan;'alan;
f. paiak mineral bukan logam clan batuan;g. pajak parkir;
h. pajak sarang burung walet;
i" pqjak air tanah;
j bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan;k. pajak bumi dan bangunan perdesaarr,i-an perkotaan.(3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya
merupakan alat h,ukti perpajakan yang sah.



t2

{2)

(1)

{2)

(4) Informasi Elektronik dan Doknmen Eiektronik serta hasil cetakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan sistem
elektronik yang disediakan oleh BPPD.

Pasal 18

(1) Waktu pengiriman Irrformasi Elektronik dan Dokurnen Elektronik
ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Eiektronik
telah dinyatakan terkirim oleh sistem elektronik.

Waktu penerimaan stratu Informasi Elektronik dan Dokumen
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen
Elektronik telah dinyatakan diterima oleh sistem elektronik.

BAB VI

SiSTEM DARING PEP.iZINAN TERINTEGRASI DENGAN PAJAK

Pasal 19

Sistem daring perizinan terintegrasi dengan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian
sistem perizinan yang dirniliki oleh DPMPSP dan Sat Pol PP dan
Damkar dengan BPPD.

Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Daring perizinan
terintegrasi sebagairnana- dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pejak hotel;
b. pajak restoran;
c. pejak hiburan;
d. pajak reklarne;
e. pajak penerangan jatran;
f. pEak mineral bukan logam dan batr.lan;
g. pajak parkir;
h. pajak sarang burung walet;
i. pajak air tanah;
j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan;
k. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasai 20

(1) DPN4PSP dan Sat Pol PP dan
perizinan terintegrasi dengan
BPPD.

(21 Sistem daring peri.zinan terintegrasi dengan Pajak merupakan sarana
pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara
DPMPSP dan Sat Pol PP dan Damkar dengan BPPD guna
penyelenggaraan perizinan dan penegakan peraturan bidang
perizinan di Daerah.

EAB VII

PtrNGAWASAN

Fasai 2 1

BPPD melakukan penElawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan
sistem irrformasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara
daring/audit sistem peiaporan d_ata.

Damkar menyediakan Sistem Daring
Pqjak yang dapat terhubung dengan
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BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal22
(1) Kepala Badan atas nama }3upati mengenakan sanksi administratif

kepada Wqiib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan
perangkat dan/atau sistem. perekam data transaksi usaha yang
dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat
(3).

(2) Sanksi aclminist?atif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian tetap kegiatan;
d. pencabutan sementara izin;
e. pencabutan tetap izin; dan/atau
f. dendaadministratif.

Pasal 23

Kepala Badan atas nam.a Bupati menerbitkan teguran tertulis kepada
Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan perangkat
dan/atau sistem perekarn data transaksi usaha yang dimiliki oleh
wajib Pajak.

Apabiia sampai dengan jangka waktu 7( tujuh) hari Wqjib Pajak tidak
mengindahkan teguran tertuiis, maka I(epala Badan bersurat
kepada:
a. Pol PP dan Damkar untuk memproses penghentian sementara

kegiatan; dan
b. DPMPSP untuk rnemproses pencabutan sementara izin.

Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clitetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 24

Apabila sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib pqjak tetap
tidak bersedia melakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem
perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib Pajak setelah
dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan
sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maka wajib
Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan
pencaLrutan tetap izin.

Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(s)

(1)

(2\

(1)

t2l
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(1) Wajib Pajak dikenakan denda administratif apabila setelah
penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin, bersedia
meiakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem perekam data
transaksi usaha.yang dimiliki oleh Wajib Pqiak;

t2) WEib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk
menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administrative
disertai dengan surat pernyataan bersedia melakukan pemasangan
perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha'yang
dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang
belum dapat terhubung dengan sistem daring Pqjak tidak mengurangi hak
dan/atau tidak menunda kewajiban perpa,jakan sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB X

KETtrNTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peratui:an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 1 Agustus 2017

PELAKSANA HARIAN BUPATI CiANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
31 Agustus 2417

DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

LAN ALAMSYAH, \>l*.!: ,,1 ,r

BERITA DAERAH KABUPATEN CiANJUR TAHUN 2017 NOMOR 37


